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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur berdasarkan  Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah yakni terdapat pada Pasal 2 ayat (2) 

sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat 

(1), selanjutnya Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 12, Pasal 13 ayat 

(1), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 22, serta adanya Pembinaan, Penjadwalan 

kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan 

kembali (restructuring), yang akan dilakukan oleh pihak bank(kreditur) 

sebelum menempuh langkah selanjutnya atau sebelum melakukan eksekusi 

jaminan. Akan tetapi Undang-Undang Hak Tanggungan sendiri tidak 

sepenuhnya melindungi hak daripada debitur melainkan tujuan utama dari 

Undang-Undang Hak Tanggungan ini khususnya memberikan perlindungan 

hukum bagi pihak kreditur itu sendiri apabila pihak debitur wanprestasi. 

Maka dalam proses tersebut brarti masih adanya ketidakseimbangan antara 

debitur dan kreditur dalam hal keadilan perlindungan hukum.  

2. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu parate executie, title executorial, dan penjualan di bawah tangan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentag Hak Tanggungan 

termuat dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b. Sedangkan pelaksanaan 

lelang eksekusi objek hipotik dilakukan dengan dua tahap yaitu eksekusi 
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berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RGb dan berdasarkan Pasal 1178 (2) 

jo. Pasal 1211 KUHPerdata. Maka dalam hal ini, pelaksanaan eksekusi 

terhadap objek hak tanggungan, pihak bank/krditur wajib melakukan 

eksekusi dan pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku guna 

melindungi kepentingan kreditur maupun debitur agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan, salah satunya dengan cara lelang eksekusi hak 

tanggungan harus sesuai dengan harga pasar atau sesuai dengan nilai limit, 

agar tidak merugikan pihak debitur maupun kreditur. 

B. Saran 

1. Bagi pihak debitur, untuk sekiranya pada saat melakukan perjanjian kredit, 

agar tidak menyepelekan dari pada haknya sebagai debitur, serta harus lebih 

memahami lagi apa yang menjadi hak dan kewajibannya supaya tidak 

terjadi cidera janji atau wanprestasi pada perjanjian krdit yang sedang 

dilaksanakannya, sehingga dapat tercapainya asas keadilan dan 

proposionalitas di dalam Hak Tanggungan dan Hukum Jaminan dan 

diharapkan kedepannya pengawasan dari semua pihak untuk memberikan 

pemahaman akan hal ini lebih khususnya kepada calon-calon debitur 

sebelum melakukan perjanjian kredit dengan bank, agar calon debitur lebih 

memahami lagi hak dan kewajiban dari pada debitur sehingga tidak terjadi 

kerugian ditengah ketidaktahuannya tersebut.  

2. Agar tetap melaksanakan sebagaimana dari tahapan-tahapan proses lelang 

eksekusi tersebut sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang ada. Dan juga 

melakukan kewajibannnya sebagaimana yang telah diatur dan dengan 

memperhatikan hak-hak dari debitur maupun kreditur agar tidak terjadi 
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penyimpangan antara kedua belah pihak yang terkait dalam proses lelang 

eksekusi tersebut, dan juga supaya tercapainya keseimbangan antara kedua 

belah pihak dengan tidak menkhususkan salah satu pihak. 
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